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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA 

UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MENINGKATKAN 

PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK  

DI KOTA MEDAN 

 

MUHAMMAD RIZKY 

1703100076 

 

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang 

didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia.Perlindungan anak 

merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap 

anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan 

pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.Perlindungan anak 

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan 

demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 

Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan 

Anak Di Kota Medan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka 

Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Di Kota Medan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif 

dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti 

dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara nomor 3 tahun 2014 dalam rangka meningkatkan peran 

masyarakat dalam perlindungan anak sudah terimplementasi, akan tetapi dalam 

pelaksanaannya belum optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam 

dirinya melekat harkat dan mertabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai 

generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara dimasa depan mengingat posisi dan harapan kepada 

anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan 

berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, 

kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental 

maupun sosial anak.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah 

mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi 

terhadap pelaku-pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas 

hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di 

kota medan perlu lebih dipertegas agar semua pihak serius terhadap masa depan 

anak. 

Anak juga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang 

mulia. Namun dalam kenyataannya saat ini, dikota medan masih banyak terdapat 

anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi 

seperti anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri, anak yang 
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dilacurkan, penelantaran anak, dan tidak mendapat kesempatan memperoleh 

pendidikan yang memadai, tidak mendapat perhatian kesehatannya serta 

pengembangan kreatifitas dan kebahagian pada usia anak. 

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni 

sejak dari kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.Hal ini 

bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 

komprehensif.Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan 

kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan anak-anak non 

diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan 

hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. 

Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Namun fenomena yang terjadi belakangan ini, dari kementrian PPPA 

setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak.Berdasarkan sistem 

informasi online Simofa PPA tercatat ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak 

laki-laki menjadi korban kekerasan. Adapun korban kekerasan yang terjadi pada 

anak terdiri dari 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan 

seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang, dan 346 

penelantaran. Dari data aplikasi simfhoni–PPA milik Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara, tercatat jumlah korban kekerasan terhadap anak di kota medan 
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mencapai 154 orang. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dari 33 kabupaten/kota di 

Sumatera Utara. 

Kekerasan kepada anak yang masih terus terjadi dan mirisnya para pelaku 

kekerasan adalah orang terdekat korban, baik itu orang tua, keluarga maupun 

orang yang berada dilingkungan terdekat yang dapat menyebabkan semakin tidak 

terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan. 

Untuk itu Dalam melakukan perlindungan anak, diperlukan peran serta 

masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia 

usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. 

Peran serta masyarakat dalam melindungi anak yang dijelaskan dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak bahwa masyarakat berhak seluas-luasnya untuk berperan 

dalam perlindungan anak. 

Dimana peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui: 

a. Memberikan informasi terkait perlindungan anak 

b. Mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap 

anak baik yang dilakukan oleh peroragan, keluarga, maupun institusi 

lainnya. 

c. Ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak 

yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya 

Oleh sebab itu, bukan hanya pemerintah saja yang berhak dan mempunyai 

tanggung jawab atas perlndungan anak tetapi masyarakat juga memiliki peran 
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yang sangat penting dalam perlindungan anak, dimana masyarakat itu sendiri 

terdiri dari keluarga, kelompok dan organisasi sosial atau organisasi 

kemasyarakatan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 

Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam 

Perlindungan Anak di Kota Medan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 

Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam Perlindungan 

Anak di kota Medan? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti membuat pembatasan 

penelitian ini adalah :  

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 

2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak 

di Kota Medan, yaitu peningkatan peran masyarakat dalam upaya perlindungan 

anak melalui peran dan fungsi Lembaga Perlindungan Anak. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 dalam rangka 

meningkatkan peran masyarakat dalam Perlindungan Anak di kota Medan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis, 

praktis dan akademis. 

a. Teoritis 

Penelitian ini diharapakan dapat menambah dalam bidang keilmuan 

khususnya di bidang sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi 

terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan 

selanjutnya. 

b. Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan. 

c. Akademis 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

menepuh ujian sarjana Ilmu administrasi Publik fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar 

dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sitematis, maka 
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dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab 

yang lainnya sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II   : URAIAN TEORITIS 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian 

implementasi, pengertian kebijakan publik, pengertian 

implementasi kebijkan publik, pengertian peran masyarakat, 

pengertian perlindungan anak. 

BAB III   : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan jenis penelitian, kerangka 

konsep, defenisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu 

penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN  

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, 

deskripsi narasumber, dan analisis hasil wawancara. 

BAB V   : PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan simpulan dan saran hasil penelitian. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Pengertian Implementasi  

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.Tindakan 

tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. 

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, 

konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga 

memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun 

nilai dan sikap. 

Menurut Harsono (2002:67) impelementasi adalah suatu proses untuk 

melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam 

administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu 

program. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakantindakan kebijakan 

dari politik ke dalam administrasi yang dilakukan oleh sekelompok individu yang 

telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatutujuan yang telah disusun sebelumnya, 

berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, serta 

memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. 
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2.2 Kebijakan Publik  

Menurut Agustino (2008:7) Kebijakan Publik adalah serangkaian 

tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) 

dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut 

diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud. 

Menurut Nugroho (2014:357) Kebijakan publik adalah peraturan perundangan 

yang digunakan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani 

masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari hari.Kebijakan publik juga 

dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, 

sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan 

publik dalam bentuk undang - undang atau perda adalah jenis kebijakan yang 

memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai 

peraturan pelaksanaan.Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara 

lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala 

Dinas, dan lain-lain. 

Menurut Abidin (2012:7) Pengertian publik dalam rangkaian kata public 

policy memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini 

dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dan kebijakan. Dalam 

dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dapat 

dianggap sebagai kebijakan resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat 

memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Dalam dimensi lingkungan yang 
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dikenai kebijakan, pengertian publik adalah masyarakat.Pengertian umum dan 

istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan.Suatu kebijakan 

publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas berada pada strata 

strategis. Oleh sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum 

untuk kebijakan dan keputusan keputusan khusus dibawahnya  

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah kebijakan yang melibatkan 

tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang 

semuanya saling terhubung dan terkait. 

Menurut N. Dunn (2000:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan 

yang komplek dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk 

keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor 

pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang komplek menyangkut 

pada bidang-bidang tugas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, 

kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.  

Menurut Djadja Saefullah dalam (tachjan 2006:9) kebijakan publik tersebut 

dapat dipahami dari dua perspektif, yakni perspektif politik dan perspektif 

administrasi. Dimana perspektif politik dalam proses kebijakan bernuansa 

kepentingan sementara dalam perspektif administrasi kebijakan publik merupakan 

ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para 

pejabat publik di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, 

sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam 

realitas 
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Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang 

dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

mencapai suatu tujuan.Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan 

sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh. 

2.3 Implementasi kebijakan Publik  

Menurut Harsono (2002:27) impelemtasi kebijakan publik adalah suatu proses 

dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan 

kebijakan tertentu yang berguna untuk menyempurnakan suatu program. 

Menurut Wahab (1997:64) implementasi kebijakan public sebagai suatu 

proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-

undang, peraturan pemerintah, peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit preiden. 

Selanjutnya Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan 

Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah 

sepantasnya terkait langsung langsung dengan kata benda kebijakan.Oleh karena 

itu, kajian implementasikan kebijakan mendapat perhatian yang seksama. 

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:196) menjelaskan 

bahwa impelementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat juga berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengindetifikasikan masalah-masalah 

yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 

implementasikan. 
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Menurut Winarno (2014:149) implementasi kebijakan publik adalah salah satu 

tahap dari sekian tahap kebijakan publik.Implementasi kebijakan publik hanya 

satu variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan 

dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. 

Menurut Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan 

publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan 

langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 

program-program dan melalui formulasi.Kebijakan derivat atau turunan dari 

kebijakan publik tersebut. 

Menurut mustopadijaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah 

suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang 

muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

Dari urian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pubik 

adalah kegiatan administratif  yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan 

disetuji dan suatu tindakan berupa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah. 

2.4 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Publik 

Menurut Winanrno (2014:122) Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan 

oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau 

menolak suatu alternative kebijakan yang dipilih. Keputusan kebijakan biasanya 

merupakan punjak dari berbagai keputusan yang dibuat selama proses kebijakan 
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itu berlangsung. Tahap-tahap perumusan kebijakan menurut Winarno yaitu : a) 

tahap pertama: perumusan masalah (Defening Problem) mengenali dan 

merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam 

perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka 

masalah-masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik pula, b) 

tahap kedua: Agenda Kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda 

kebiakjkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah 

masalah tersebut mempunyai masalah yang besar bagi masyarakat dan 

membutuhkan penangan yang harus segera dilakukan, c) Tahap Ketiga: Pemilihan 

alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik 

didefenisakan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk memasukkan 

masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah 

memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan 

alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut; 

d) Tahap keempat: penetapan kebijakan ialah kebijakan dapat berbentuk undang- 

undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain 

sebagainya. 

2.5 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan 

Menurut Tachjan (2008: 37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi 

kebijakan publik yaitu: a. adanya program yang akan dilaksanakan, dapat 

menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi 

dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan 

masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 
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hendak dicapai; b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, 

kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima 

manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; c. unsur pelaksanaan, baik 

organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, 

pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan. 

2.6 Peran Masyarakat 

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status 

merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila 

seseorang melakukan hak-hak dan kewajibankewajiban sesuai kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan 

sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan 

tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus 

dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan 

mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang 

dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. 

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup 

tiga hal penting, yaitu : 

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemsyarakatan. 
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2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Menurut Notoatmodjo(2007)Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya 

seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat 

tersebut. 

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010:46), partisipasi berarti peran serta 

seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam 

bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan 

ide/pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut 

memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat adalah ikut 

sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan 

masyarakat yang ada dalam mmasyarkat tersebut. 

2.7 Perlindungan Anak 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam 

pasal 1, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 3 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak.Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan 
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untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiannya serta mendapat perlindungan dari tindak 

kekeraan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran. 

Menurut Ahmad kamil (2008:5) perlindungan anak merupakan 

pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara 

yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi 

terlindunginya hak-hak anak. 

Menurut Bambang (2011:70) secara umum perlindungan anak segala kegiatan 

yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, 

seta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Menurut Arif Gosita (1989:52) perlindungan anak adalah suatu usaha 

melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 

Menurut Maidin Gultom (2014:40) perlindungan anak adalah segala usaha 

yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan 

hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental dan sosial.Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya 

keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan 

dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Menurut Triyanto (2013:160) mendefinisikan perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
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martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah segala 

upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiannya, serta mendapat perlindungan dari tindak 

kekeraan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan 

wawancara secara langsung kepada narasumber.Metode deskriftif hanyalah 

memaparkan situasi.Penelitian dengan metode ini tidak menguji hipotesis, atau 

membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang 

diperoleh. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif 

sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara 

mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk 

mendapatkan data yang objektif. 

3.2 Definisi Konsep 

 Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk 

menggambar secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang 

menjadi pusat penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakan konsep sebagai 

berikut : 
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a. Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi 

tindakan-tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi yang 

dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk 

menyelesaikan suatu tujuan yang telah disusun sebelumnya, serta 

memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. 

b. Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk 

mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mencapai suatu 

tujuan. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan 

sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai 

pengaruh. 

c. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan pelaksanaan 

keputusan kebijakan dasar, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan. 

d. Peran masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat 

dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat yang ada dalam 

mmasyarkat tersebut. 

e. Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk 

menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiannya, serta mendapat perlindungan dari tindak 

kekeraan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran.. 
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3.3 Kerangka Konsep 

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah 

dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis.Selain itu, 

kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah. 

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

1. Adanya Tindakan yang 

dilakukan untuk mencapai 

tujuan 

2. Adanya kerjasama untuk 

menjalankan suatu kebijakan 

3.  Adanya kegiatan yang 

dilakukan 

4. Adanya Peran masyarakat 

dalam perlindungan anak 

- Peran dan Fungsi Lembaga 

Perlindungan Anak  

 

Implementasi Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 

Tahun 2014 Dalam Rangka 

Meningkatkan Peran Masyarakat 

Dalam Perlindungan Anak di Kota 

Medan 

 

Terselenggaranya pemenuhan hak 

anak untuk mendapatkan 

perlindungan dari keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan negara. 
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3.4 Kategorisasi  

Menurut Moleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori. 

Kategori adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar fikiran, intuisi, 

pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya 

mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang 

menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. 

Kategorisasi dalam penelitiaan ini adalah : 

a. Adanya Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

b. Adanya Kerjasama untuk menjalankan suatu kebijakan 

c. Adanya Kegiatan yang dilakukan 

d. Adanya Peran masyarakat dalam perlindungan anak 

 

3.5 Narasumber 

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun 

narasumber dari penelitian ini adalah : 

a. Nama   : Drs. John Edward Hutajulu 

Usia  : 57 Tahun 

Pekerjaan  : Ketua Lembaga Perlindungan Anak 

b.  Nama  : Mestika Retina, M.Psi.Psikolog 

Usia  :46 Tahun 

Pekerjaan : Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak 
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c.  Nama  : Anita Mestika Juandina 

Usia  : 44 Tahun 

Pekerjaan : Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak 

d.  Nama  :Ramlan Samuel H, S.T 

Usia  : 44 Tahun 

     Pekerjaan :Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama 

Antara Lembaga 

e.  Nama  : Roi Malinton Hutabarat 

Usia  : 40 Tahun 

Pekerjaan : Staf Lembaga Perlindungan Anak 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh 

secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara 

suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang 

diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau 

dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan 

menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, maupun elektronik.Dokumen yang diperoleh kemudian 
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dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang 

sistematis, padu dan utuh. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Menurut Bogden dalam Sugyono (2017:140) teknik analisis data adalah 

proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam 

mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisis interaktif.Terdapat tiga komponen dalam teknik 

analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini 

berlangsung sepanjang penelitian. 

 Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi 

dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat 

dilakukan.Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. 

 Penarikan kesimpulan.Adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup 

mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.Oleh karena itu perlu 

dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data. 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga 

Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara.Waktu penelitian Juli-

September 2021. 
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3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian 

3.9.1 Sejarah Kota Medan 

Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanh Deli dengan keadaan 

tanahnya berawa-rawa dengan luas kurang lebih 4000 Ha. Beberapa 

sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, 

Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang saling/ Sei Kera. Pada 

mulanya yang membuka perkampungan medan adalah Guru Patimpus 

yang lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang 

selalu merangkaikan medan dengan Deli (Medan-Deli). Setelah zaman 

kemerdekaan, lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur 

lenyap sehingga akhirnya kurang popular. Dahulu orang menamakan 

Tanah Deli mulai dari sungai ular (Deli Serdang) sampai ke sungai 

Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu 

itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai 

tersebut. Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupkan hutan 

rimba dan disanasiani terutama dimuara-muara sungai yang diselingi 

pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan 

semenanjung Malaya.Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai 

membuka kebun tembakau di Deli yang sempat menjad primadona Tanah 

Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehngga Medan mejadi 

kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara. 

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil 

bernama “Medan Putri”.Perkembangan kampung “Medan Putri” tidak 
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terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak dipertemuan sungai 

Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang.Kedua 

sungai tersebut merupakan jalur lintas perdagangan yang cukup ramai, 

sehingga demikian kampung “Medan Putri” yang merupakan cikal bakal 

Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat 

penting. Sekitar tahun 1612 setelah dua dasawarsa berdiri Kampung 

Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim 

panglimanya bernama Gocah pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda 

Bintan untuk menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah 

Deli. 

3.9.2 Sejarah Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Sumatera Utara (LPAI 

SUMUT) dikukuhkan berdasarkan surat Keputusan Dewan Pengurus 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia) Nomor : 

26/LPA-Indonesia/A/i/2017 tanggal 23 januari 2017. 

LPAI SUMUT merupakan wahana kesejahteraan sosial yang diakui, 

dihormati dan dihargai oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah 

untuk menyelenggarakan Implementasi Perlindungan Anak berdasarkan 

konvensi PBB Child Right Convention Tahun 1990 dan Undang-Undang 

Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. 

Perlindungan anak merupakan salah satu bagian penting dalam upaya 

pemenuhan hak anak. Dalam hal perlindungan anak, menurut Konvensi 

Hak Anak atau Child Right Covention, anak merupakan setiap manusia 
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yang berusia delapan belas tahun, di Indonesia melalui Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selanjutnya sebagai perwujudan dari 

komitmen Negara, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan 

Anak yang disahkan Pemerintah sebagai perwujudan untuk melaksanakan 

pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak anak bagi semua jenis kelamin, 

status social, agama, ras dan etnis.Kata “Perlindungan” menjadi tekanan 

dalam upaya pemenuhan hak anak yang diartikan segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan atas tindakan kekerasan dan 

diskriminasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 

Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak dengan prinsip non 

diskriminatif harus diakui hak sipil dan kebebasannya, pendidikan, 

kesehatan dan pengasuhan. 

Situasi anak secara universal menunjukkan banyaknya ketidakadilan 

yang serius dialami oleh anak-anak, seperti tingginya angka kematian 

anak, perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan dasar, banyaknya kasus anak yang disiksa dan 

dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang 

membahayakan dan banyak lagi hal-hal kegiatan yang semestinya tidak 

dialami oleh anak apabila upaya perlindungan bagi abak dilakukan oleh 
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seleuruh penyelenggara pendidikan anak. Penyelenggara perlindungan 

anak ini yaitu baik kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga 

dimana didalamnya terdapat orang tua, seluruh komponen masyarakat 

sampai kepada Negara tentunya.Komitmen atas perlindungan anak terus 

dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara (LPAI 

SUMUT) sebagai salah satu organisasi ditingkat Provinsi Sumatera Utara 

yang memiliki amanah mengawal pemenuhan dan perlindungan hak-hak 

anak di Sumatera Utara juga harus berkomitmen untuk menjalankan 

program-program yang konsisten berkesinambungan. 

3.9.3 Visi dan Misi LPAI SUMUT 

Visi LPA :“ Menjadi Lembaga Pengawal Pemenuhan dan 

Perlindungan Hak-Hak Anak di Sumatera Utara”. 

Upaya yang akan dilaksanakan untuk tercapainya Visi tersebut diwujudkan 

melalui Misi sebagai berikut: 

1. Melindungi anak dari setiap pelanggaran dan pengabaian hak-hak 

anak. 

2. Mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang mampu 

mempromosikan, memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak 

anak. 

3. Meningkatkan upaya perlindungan hak anak melalui peningkatan 

kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam 
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meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, 

dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak. 

4. Mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar 

mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan pengabaian hak 

anak. 

3.9.4 Tujuan LPAI SUMUT 

LPAI Sumatera Utara bertujuan: 

1. Memberikan bantuan perlindungan kepada anak agar hak-hak 

dasarnya dipenuhi secara optimal. 

2. Memberikan dukungan kepada keluarga dalam upaya memenuhi 

kebutuhan hak-hak dasar anak. 

3. Menyelenggarakan pemasyarakatan hak-hak anak untuk 

memperoleh dukungan dalam memberikan perlindungan dan 

pemenuhan Hak kepada anak. 

4. Menyelenggarakan pengkajian peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan pemerintah serta nilai-nilai kearifan budaya lokal 

Sumatera Utara yang berkaitan dengan perlindungan dan 

pemenuhan hak anak. 

5. Mewujudkan nilai-nilai budaya lokal dalam mendukung 

terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. 

3.9.5 Peran dan Fungsi LPAI SUMUT 

1. Peran LPAI 

a. Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak. 
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b. Melakukan advokasi dan pendampingan bagi perlindungan dan 

pemenuhan hak anak. 

c. Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak. 

d. Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang 

menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak anak. 

e. Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, 

nasional maupun internasional. 

f. Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di 

pengadilan mewakili kepentingan anak. 

g. Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali 

anak. 

h. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan 

penyebarluasan informasi tentang hak anak. 

2. Fungsi LPAI 

a. Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap 

pelanggaran hak anak. 

b. Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional 

yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak. 

c. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam 

rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan. 

d. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum 

dan kebijakan berkaitan dengan anak. 
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e. Menyebarluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak 

dan situasi anak di sumatera utara. 

f. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan 

pemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada 

parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.  

3.9.6  Bagan Struktur Organisasi LPAI SUMUT 

  

Gambar 3.2  Bagan Strutur Organisasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

Sumatera Utara 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang sudah diperoleh dari 

penelitian dilapangan yang dilakukan peneliti menggunakan metode pengumpulan 

data penelitian yang telah dijelaskan di bab terdahulu. Demikian juga 

permasalahan yang akan dipaparkan oleh peneliti terkait bagaimana implementasi 

peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor 3 tahun 2014 dalam rangka 

meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan.  

Wawancara yang dilakukan peneliti guna untuk memperoleh jawaban dari 

rumusan masalah yang peneliti tentukan untuk memperoleh data-data yang 

mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa pernyataan yang 

dipaparkan oleh informan terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti 

dalam skripsi ini. 

4.1.1 Deskripsi Narasumber 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap 

narasum berberdasarkan data-data yang berkaitan dengan kategorisasi menurut 

jenis kelamin, umur dan pekerjaan sehingga dapat memudahkan dalam 

mendistribusikan berdasarkan objek penelitian. 

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber 

informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis 

sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut: 
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A. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu laki-laki dan 

perempuan. Pada tabel 4.1 berkut akan disajikan presentase untuk masing-

masing dari kategorisasi sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Narasumber Berdasakan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Laki-laki 3 60% 

2 Perempuan 2 40% 

 Jumlah 5 100 % 

Sumber : Data Wawancara Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa seluruh narasumber 

dalam penelitian ini berjenis laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang dan 

perempuan dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 100 %. 

B. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

Distribusi narasumber berdasarkan usia dikelompokkan menjadi dua 

kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 40-49 tahun dan umur 50-59 

tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase 

masing-masing narasumber sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

No Umur Frekuensi Persentase (%) 

1 40-49 4 80% 

2 50-59 1 20% 

 Jumlah 5 100 % 

Sumber : Data Wawancara Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa  narasumber berumur 

40-49 tahun dengan frekuensi 4 atau 80 % dan umur 50-59 tahun dengan 

frekuensi 1 atau 20 % dengan persentase 100 %. 

C. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

Narasumber yang akan diwawancara dikategorikan berdasarkan jabatan 

yang dimilikinya. Jabatan narasumber akan dijelaskan pada tabel dibawah ini 

dengan frekuensinya masing-masing sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

1 Wiraswasta 5 100% 

 Jumlah 5 100 % 

Sumber : Data Wawancara Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 

bekerja sebagai Wiraswasta dengan frekuensi 5 orang 100%. 
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4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

a. Adanya tindakan yang dilakukan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 3 

agustus 2021 pukul 14.00 WIB dengan Bapak Drs. John Edward Hutajulu 

selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera 

Utara tentang pertanyaan dengan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah 

dalam rangka perlindungan anak di Kota Medan, menurut pandangan Bapak 

apakah tindakan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

beliau mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan masih belum mencapai 

tujuan sebab masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam memperhatikan 

masalah perlindungan anak oleh sebab itu tindakan dilakukan masih belum 

optimal. Tentang pertanyaan dengan adanya tindakan yang sudah berjalan 

untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, 

siapa sajakah yang terlibat dalam melakukan tindakan, beliau mengatakan 

semua pihak yang tertulis dalam peraturan daerah provinsi sumatera nomor 3 

tahun 2014 ikut berpartisipasi dalam melakukan penyelenggaraan 

perlindungan anak sesuai dengan perannya masing-masing. Tentang 

pertanyaan dalam setiap tindakan yang telah dilakukan, bagaimana 

pandangan bapak tentang tindakan pemerintah dalam perlindungan anak, 

beliau mengatakan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal 

perlindungan anak sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada, dan 

tindakan yang dilakukan sudah meminimalisir tindakan pelanggaran dalam 

perlindungan anak walaupun secara data masih belum menurun. Tentang 



34 

 

 

 

pertanyaan bagaimana tindakan yang tepat dalam meningkatkan 

partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau menjawab ya 

tindakan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dengan 

mengedukasi ataupun mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan 

yang mengatur tentang perlindungan anak sudah ada dan peraturan tersebut 

tegas dalam mengatur permasalahan perlindungan anak yang dimana peran 

masyarakat sangat penting dalam memenuhi kebutuhan anak. Tentang 

pertanyaan sejauh mana tindakan yang telah dilakukan dalam perlindungan 

anak di kota medan, beliau mengatakan tindakan perlindungan anak sudah 

berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada, hanya saja partisipasi masyarakat 

masih belum maksimal. 

Pernyataan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara dikuatkan 

oleh ibu Mestika. Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 5 

agustus 2021 pukul 11.00 WIB dengan ibu Mestika Retina, M.Psi.Psikolog 

selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara. Tentang 

pertanyaan dengan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka 

perlindungan anak di Kota Medan, menurut ibu apakah tindakan yang 

dilakukan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, beliau mengatakan 

tujuan dari perlindungan anak yaitu terpenuhinya hak anak untuk hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal.Dimana semua 

kebutuhan itu bukan hanya pemerintah saja tetapi banyak pihak yang harus 

berperan dalam mencapai tujuan tersebut. Tentang pertanyaan dengan adanya 

tindakan yang sudah berjalan untuk meningkatkan partisipasi/peran 
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masyarakat dalam perlindungan anak, siapa sajakah yang terlibat dalam 

melakukan tindakan, beliau mengatakan yang berperan dalam melakukan 

tindakan dalam perlindungan anak yaitu pemerintah baik itu dinas sosial, 

dinas ppa dan lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga 

swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia 

usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.Tentang pertanyaan dalam 

setiap tindakan yang dilakukan, bagaimana pandangan ibu tentang tindakan 

pemerintah dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tindakan yang 

pemerintah lakukan sesuai dengan kebijakan yang ada, dimana tindakan itu 

memberikan edukasi ataupun sosialisasi mengenai perlindungan anak. 

Tentang pertanyaan mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan usaha perlindungan anak, bagaimana tindakan yang tepat 

menurut ibu untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam 

perlindungan anak dikota Medan, beliau mengatakan tindakan yang tepat 

yaitu dengan senantuasa melakukan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat 

mengenai perlindungan anak dimana setiap anak memiliki hak nya masing-

masing untuk hidup, berkembang, tumbuh dan berpendapat. Tentang 

pertanyaan sejauh manakah tindakan tersebut sudah dilakukan dalam 

perlindungan anak, beliau mengatakan tindakan yang dilakukan sudah 

mengarah kapada tujuan yang ada. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 5 

agustus 2021 pukul 15.00 WIB dengan bapak Ramlan Samuel H, S.T selaku 

Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama antara Lembaga. Tentang 
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pertanyaan dengan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka 

perlindungan anak di Kota Medan, menurut bapak apakah tindakan yang 

dilakukan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, beliau mengatakan 

sebenarnya terkait dengan sudahnya mencapainya tujuan dilihat kembali dari 

keberhasilan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi 

perlindungan anak tersebut. Tentang pertanyaan adanya tindakan yang sudah 

berjalan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam 

perlindungan anak, siapa sajakah yang terlibat dalam melakukan tindakan 

tersebut, beliau mengatakan banyak pihak yang terlibat dalam menangani 

masalah perlindungan anak terlebih tentang meningkatkan peran masyarakat 

untuk aktif dalam perlindungan anak adanya pemerintah, lembaga-lembaga 

sosial, lembaga pendidikan, pemerhati anak.tentang pertanyaan dalam setiap 

tindakan yang dilakukan, bagaimana pandangan bapak tentang tindakan 

pemerintah dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan 

pemerintah sudah berusaha keras untuk mengatasi masalah perlindungan anak 

dengan melakukan tindakan yang suai dengan kebijakan yang ada. Tentang 

pertanyaan mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan usaha perlindungan anak, bagaimana menurut bapak tindakan 

yang tepat untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam 

perlindungan anak, beliau mengatakan adapun tindakannya yaitu memberikan 

publikasi dan sosialisai mengenai perlindungan anak, melakukan penguatan 

jaringan kelembagaan dan kemasyarakatan, dan melakukan kegiatan untuk 

membangun kepedulian masyarakat tentang perlindungan anak. 



37 

 

 

 

tentangpertanyaan sejauh manakah tindakan yang sudah dilakukan dalam 

perlindungan anak, beliau mengatakan tindakan ynag dilakukan sudah 

berjalan seperti yang telah ditetapkan dengan kebijakan yang ada. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 6 

agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan ibu Anita Mestika Juandina selaku 

Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak. Tentang pertanyaan dengan 

adanya indakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan anak 

di Kota Medan, menurut ibu apakah tindakan yang dilakukan sudah mencapai 

tujuan, beliau mengatakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah memang 

bertujuan untuk mecapai tujuan terpenuhinya hak anak diindonesia. Tentang 

pertanyaan adanya tindakan yang sudah berjalan untuk meningkatkan 

partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, siapa sajakah yang 

terlibat dalam melakukan tindakan, beliau mengatakan biasanya yang terlibat 

itu sudah pasti pemerintah baik iu dinas sosial, dinas PPA, lembaga-lembaga 

sosial, lembaga pendidikan maupunpemerhati anak. Tentang pertanyaan 

dalam setiap tindakan yang telah dilakukan, bagaimana pandangan ibu 

tentang tindakan pemerintah dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau 

mengatakan tindakan yang pemerintah lakukan tiu sudah bagus dan sudah 

sesuai dengan kebijakan yang ada. Tentang pertanyaan tindakan yang 

dilakukan pemerintah untuk menigkatkan usaha perlindungan anak, 

bagaimana tindakan yang tepat menurut pandangan ibuuntuk menigkatkan 

peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau 

mengatakan adanya sosialisasi tentang perlindungan anak, adanya kegiatan 
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pemberdayaan masyarakat, adanya kerjasama yang terkoordinasi antar setiap 

pemegang hak perlindungan anak. Tentang pertanyaan sejauh manakah 

tindakan sudah dilakukan dalama perlindungan anak di Kota Medan, beliau 

mengatakan sampai saat ini tindakan tersebut sudah dijalankan sesuai dengan 

kebijakan yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 7 sgustus 2021 pada 

pukul 10.00 WIB dengan bapak Roi Malinton Hutabarat selaku staff 

Lembaga Perlindungan Anak. Tentang pertanyaan dengan adanya tindakan 

yang dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan anak di kota medan, 

menurut pandangan bapak apakah tindakan yang dilakukan sudah mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, beliau mengatakan sudah ada tindakan yang 

dilakukan pemerintah namun belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tentang pertanyaan adanya tindakan yang sudah berjalan untuk 

meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, siapa 

sajakah yang terlibat dalam tindakan tersebut, beliau mengatakan yang 

terlibat dalam tindakan itu pemerintah dan lembaga-lembaga sosial. Tentang 

pertanyaan dalam setiap tindakan yang telah dilakukan, bagaimana 

pandangan bapak tentang tindakan pemerintah dalam perlindungan anak di 

kota medan, beliau mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan itu sudah 

bagus dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Tentang pertanyaan 

mengenai tindakan yang dilakukaan pemerintah untuk meningkatkan usaha 

perlindungan anak, bagaimana tindakan yang tepat menurut pandangan bapak 

untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di 
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kota medan, beliau mengatakan adanya sosialisasi yang lebih mendalam lagi 

dengan menanamkan paham yang lebih mendalam lagi pada masyarakat akan 

pentingnya perlindungan anak. Tentang perlindungan sejauh manakah 

tindakan sudah dilakukan dalam perlindungan anak di kota medan, beliau 

mengatakan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan kebijakan 

yang ada. 

b. Adanya Kerjasama Untuk Menjalankan Suatu Kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. John Edward Hutajulu 

selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera 

Utara. Tentang pertanyaan dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adnaya 

kerjasama yang dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak, menurut bapak kerjasama seperti apa 

yang dilakukan untuk dapat meningkat partisipasi masyarakat dalam 

perlindungan anak, beliau mengatakan kerjasama yang saling berkoordinasi 

satu sama lain dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga 

sosial, lembaga agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Tentang 

pertanyaan dengan berjalannya kerjasama yang dilakukan dalam 

meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, 

menurut bapak bagaimana kerja sama tersebut bisa meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tentu kerjasama 

yang baik itu yaitu adanya koordinasi dan komukasi yang terarah untuk 

mendukung berjalannya suatu kersama yang baik. Tentang pertanyaan dengan 

berjalannya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan 
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perlindungan anak agar berjalan optimal, siapa sajakah yang terlibat dalam 

kerjasama tersebut untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam 

perlindungan anak, beliau mengatakan ada banyak pihak seperti Kapolda, 

Kajati, Pangdam, Dinas Sosial, Dinas PPA, Lembaga Pendidikan, lembaga 

Sosial dan para pemimpin ditingkat kelurahan maupun kecamatan. Tentang 

pertanyaan perlunya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan anak, menurut bapak 

mengapa kerjasama itu penting dalam meningkatkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan bukan hanya dalam 

perlindungan anak saja, semua kerjasama itu dilakukan untuk dapat menjalin 

hubungan dengan pihak lain dengan upaya dapat membantu meringankan 

tanggung jawab setiap pihak. Tentang pertanyaan sejauh manakah kerjasama 

yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam 

perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan kerjasama yang 

dilakukan baik dan sesuai dengan kerjasama yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mestiks Retina, M.Psi, Psikolog 

selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Sumatera Utara. 

Tentang pertanyaan dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adanya 

kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat 

dalam perlindungan anak, menurut pandangan ibu kerjasama sepertiapa yang 

dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

perlindungan anak beliau mengatakan adanya koordinasi yang jelas sehingga 

kerjasama yang terjadi dapat berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan 
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dengan berjalannya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan 

partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, menurut ibu 

bagaimana kerjasama tersebut  bisa meningkatkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tentu dengan 

koordinasi yang terarah maka kerjsama tersebut bisa mencapai sampai 

kemasyarakat. Tentang pertanyaan dalam berjalannya kegiatan yang 

dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar 

berjalan optimal, siapa sajakah yang terlibat dalam kerjasama tersebut untuk 

meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau 

mengatakan yang ikut berpartisipasi dalam kerjasama sudah pasti pemerintah 

dan pihak lembaga-lembaga yang menangani masalah anak. Tentang 

pertanyaan perlunya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan 

partisipasi/peran masyarakat dalam rangka perlindungan anak, menurut ibu 

mengapa kerjasama itu penting dalam meningkatkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan ya karena 

kerjasama bisa mendukung terpenuhinya hak anak.tentang pertanyaan sejauh 

mana kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan 

kerjasama yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapakRamlan 

Samuel H, S.T selaku Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama antara 

Lembaga. Tentang pertanyaan dalam menjalankan suatu kebijakan perlu 

adanya kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi/peran 
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masyarakat dalam perlindungan anak, menurut pandangan bapak kerjasama 

seperti apa yang dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam perlindungan anak, beliau mengatakan kerjasama yang dapat 

menghubungkan satu sama lain sehingga dapat membantu dalam 

perlindungan anak. Tentang pertanyaan berjalannya kerjasama yang 

dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam 

perlindungan anak, menurut bapak bagaimana kerjasama tersebut bisa 

meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau 

mengatakan karena kerjasama dengan terhubungnya atau terkoordinasinya 

suatu kerjasama dapat mendukung sesuatu untuk mencapai kebijakan ada. 

Tentang pertanyaan  berjalannya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak agar berjalan secara optimal, siapa 

sajakah yang terlibat dalam kerjasama untuk meningkatkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan biasanya yang 

terlibat dalam kerjasama tersebut pemerintah seperti dinas PPA, dinas social, 

kajati, kapolda, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan pemerhati anak. 

Tentang pertanyaan perlunya kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan 

partisipasi/peran masyarakat dalam rangka perlindungan anak, menurut bapak 

mengapa kerjasama itu penting dalam meningkatkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan bahwa kerjasama 

itu merupakan tahap pertama dalam membangun hubungan untuk satu dengan 

yang lain. Tentang pertanyaan sejauh mana kerjasama yang dilakukan untuk 
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meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota 

Medan, beliau mengatakan kerjasama itu sudah dilakukan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anita Mestika Juandina selaku 

Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Anak. Tentang pertanyaan dalam 

menjalankan suatu kebijakan perlu adanya kerjasama yang dilakukan dalam 

meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, 

menurut ibu kerjasama seperti apa yang dilakukan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan 

kerjasama yang dilakukan bukan hanya regional saja tetapi dalam tingkat 

nasional maupun internasional. Tentang pertanyaan berjalannya kerjasama 

yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam 

perlindungan anak, menurut ibu bagaiama kerjasama itu bisa meningkatkan 

partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan 

dengan adanya kerjasama secara regional, nasional maupun internasional 

maka semakin banyak pihak yang akan membantu dalam memenuhi hak 

anak. tentang pertanyaan dengan berjalannya kegiatan yang dilakukan 

pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar berjalan secara 

optimal, siapa sajakah yang terlibat dalam kerjasma tersebut untuk 

meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau 

mengatakan yang terlibat dalam kerjasama tersebut yaitu pihak-pihak seperti 

pemerhati anak, lembaga-lemabaga sosial, lembaga agama, lembaga 

pendidikan, Kajati, Kapolda, Dinas sosial dan Dinas PPA. Tentang 

pertanyaan perlunya kerjasma yang dilakukan untuk meningkatkan 
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partisipasi/peran masyarakat dalam rangka perlindungan anak, menurut ibu 

mengapa kerjasama itu penting dalam meningkatkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan karena dengan 

kerjasama maka semakin banyak yang pihak-pihak yang terkait membantu 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.Tentang pertanyaan sejauh 

manakah kerjasma yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan 

kerjsama yang saat ini dilakukan sudah berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roi Malinton Hutabarat 

Selaku Staf Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara. Tentang 

pertanyaan dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adanya kerjasama yang 

dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan 

anak, menurut pandangan bapak kerjasama seperti apa yang dilakukan untuk 

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau 

mengatakan kerjasama yang terjalin dengan adanya koordinasi dan 

komunikasi yang bagus agar kerjasama tersebut berjalan dengan baik. 

Tentang pertanyaan dengan berjalannya kerjasama yang dilakukan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, menurut 

bapak bagaimana kerjasama tersebut bisa meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan dengan adanya 

kerjasama maka akan semakin sangat membantu dalam menangani masalah 

perlindungan anak. Tentang pertanyaan dengan berjalannya kegiatan yang 

dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak agar 
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berjalan secara optimal, siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau 

mengatakan yang terlibat dalam kerjasama tersebut pemerintah daerah dan 

lembaga-lembaga sosial serta pemerhati anak. Tentang pertanyaan perlunya 

kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

rangka perlindungan anak, menurut bapak mengapa kerjasama itu penting 

dalam mneingkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau 

mengatakan dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan maka akan 

semakin banyaknya pihak yang dapat membantu dalam meningkatkan 

partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak. tentang pertanyaan 

sejauh mana kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan, beliau mengatakan 

kerjasama yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. 

c. Adanya Kegiatan yang dilakukan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Drs. John 

Edward Hutajulu selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

Provinsi Sumatera Utara. Tentang pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan 

perlindungan anak, menurut bapak apa peran pemerintah dalam melakukan 

kegiatan tersebut, beliau mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam 

situasi darurat. Tentang pertanyaan bila kegiatan perlindungan anak 

dilakukan, siapa sajakah yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan 

anak di Kota Medan, beliau mengatakan yang berpartisipasi yaitu pihak 
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yangpemerhati hai anak, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan 

pemerintah. Tentang pertanyaan pada saat berjalannya kegiatan perlindungan 

anak yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi/peran masyarakat, 

kegiatan seperti apa yang diberikan pemeintah dalam meningkatkan 

partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau 

mengatakan adanya kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi yang dilakukan 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. tentang 

pertanyaan berjalannya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, bagaimana 

pandangan bapak mengenai kegiatan yang dilakukan tersebut, beliau 

mengatakan kegiatan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, dan semua 

tergantung pada masyarakat masin-masing. Tentang pertanyaan dalam 

melaksanakan kegiatan yang telah dibuat pemerintah untuk melakukan 

perlindungan anak dalam rangka meningkatkan patisipasi masyarakat, 

kendala apa yang dihadapai dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau 

mengatakan adapun kendala yang dihadapai seperti kurang antusiasnya 

masyarakat dalam melakukan kegiatan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Mestika Retina, 

M.Psi, Psikolog selaku sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

Provinsi Sumatera Utara. Tentang pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan 

perlindungan anak, menurut ibu apa peran pemerintah dalam melakukan 

kegiatan tersebut, beliau mengatakan pemerintah berperan sebagai 

pertanggungjawab atas terpenuhinya hak anak . Tentang pertanyaan bila 
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kegiatan perlindungan anak dilakukan, siapa sajakah yang berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan dinas-dinas yang berkaitan , 

kemudian organisasi-organisasi  pemerintah , kemudian Lembaga Swadaya 

Masyarakat. Tentang pertanyaan pada saat berjalannya kegiatan perlindungan 

anak yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan 

seperti apa yang diberikan pemerintah dalam meningkatlkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan 

bahwa kegiatan itu berupa sosialisai terkait dengan sudah adanya peraturan 

yang mengatur tentang perlindungan anak dan yang berkewajiban dalam 

memberikan perlindungan bukan hanya orang tua saja melainkan pemerinta, 

lemabaga-lembaga sosial lainnya dan masyarakat. Tentang pertanyaan 

berjalannya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan 

patisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, bagaimana pandangan ibu 

mengenai keiatan tersebut, beliau mengatakan kegiatan tersebut sudah 

dilakukan dengan baik. Tentang pertanyaan dalam melaksanakan kegiatan 

yang telah dibuat pemerintah untuk melakukan oerlindungan anak dalam 

rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kendala apa yang dihadapi 

dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau mengatakan kendala yang 

dihadapai itu kurangnya antusias masyarakat dalam perlindungan anak. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ramlan 

Samuel H,S.T selaku Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama antara 

Lembaga. Tentang pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, 

menurut bapak apa peran pemerintah dalam melakukan kegiatan tersebut, 
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beliau mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab 

atas terlaksananya perlindungan anak. Tentang pertanyaan bila kegiatan 

perlindungan anak dilakukan, siapa sajakah yang berpartisipasi dalam 

kegiatan perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan yang 

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dinas-dinas yang berkaitan, kemudian 

organisasi-organisasi  pemerintah, kemudian lembaga-lembaga sosial, 

keagamaan, pendidikan dan pemerhati anak. Tentang pertanyaan pada saat 

berjalannya kegiatan perlindungan anak yang dilakukan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat, kegiatan seperti apa yang diberikan pemerintah dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak di Kota 

Medan, beliau mengatakan bahwa kegiatan itu berupa sosialisai dan edukasi 

tentang  perlindungan anak. Tentang pertanyaan berjalannya suatu kebijakan 

yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam perlindungan anak, bagaimana pandangan bapak mengenai kegiatan 

tersebut, beliau mengatakan kegatan tersebut sudah berjalan dengan baik. 

Tentang pertanyan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dibuat 

pemerintah untuk melakukan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan 

partisipasi masyarakat, kendala seprti apa yang dihadapai dalam melakukan 

tindakan tersebut, beliau mengatakan kendala yang dihadapi hanya kurangnya 

pendanaan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Anita Mestika 

Juandina selaku Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak.tentang 

pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, menurut ibu apa 
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peran pemerintah dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau mengatakan 

pemerintah berperan sebagai pertanggungjawab atas terselenggaranya 

perlindungan anak. Tentang pertanyaan bila kegiatan perlindungan anak 

dilakukan, siapa sajakah yang berpatisipasi dalam kegiatan perlindungan anak 

di Kota Medan, beliau mengatakan yang berpartisipasi sudah jelas 

pemerintah, lembaga pemerhati anak dan lembaga sosial lainnya. Tentang 

pertanyaan pada saat berjalannya kegiatan perlindungan anak yang dilakukan 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan seperti apa yang 

diberikan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat 

dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa kegiatan 

itu seperti sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan upaya perlindungan 

anak dengan masyarakat yang berperan penting didalamnya. Tentang 

pertanyaan berjalannya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, bagaimana 

pandangan ibu mengenai kegiatan tersebut, beliau mengatakan kegiatan 

tersebut sudah berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan dalam 

melaksanakan kegiatan yang telah dibuat pemerintah untuk melakukan 

perlindungan anak dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kendala seperti apa yang dihadapi dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau 

mengatakan adanya kendala itu seperti kurangnya antusias masyarakat dan 

kurangnya pendanaan dalam melakukan kegiatan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roi Malinton Hutabarat 

selaku staf Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera 
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Utara.Tentang pertanyaan pada pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, 

menurut bapak apa peran pemerintah dalam melakukan kegiatan tersebut, 

beliau mengatakan pemerintah memiliki peranan yang penting dalam 

perlindungan anak seperti yang tertuang dalam peraturan perlindungan anak 

sebagai pertanggungjawab atas terpenuhinya hak anak . Tentang pertanyaan 

bila kegiatan perlindungan anak dilakukan, siapa sajakah yang berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan dinas-dinas yang berkaitan , 

kemudian organisasi-organisasi  pemerintah , kemudian Lembaga Swadaya 

Masyarakat. Tentang pertanyaan pada saat berjalannya kegiatan perlindungan 

anak yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan 

seperti apa yang diberikan pemerintah dalam meningkatlkan partisipasi/peran 

masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan 

bahwa kegiatan itu berupa sosialisai terkait dengan sudah adanya peraturan 

yang mengatur tentang perlindungan anak dan yang berkewajiban dalam 

memberikan perlindungan bukan hanya orang tua saja melainkan pemerintah, 

lemabaga-lembaga sosial lainnya dan masyarakat. Tentang pertanyaan 

berjalannya suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan 

patisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, bagaimana pandangan bapak 

mengenai keiatan tersebut, beliau mengatakan kegiatan tersebut sudah 

dilakukan dengan baik. Tentang pertanyaan dalam melaksanakan kegiatan 

yang telah dibuat pemerintah untuk melakukan perlindungan anak dalam 

rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kendala apa yang dihadapi 
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dalam melakukan kegiatan tersebut, beliau mengatakan kendala yang 

dihadapai itu kurangnya antusias masyarakat dalam perlindungan anak. 

d. Adanya Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Drs.John 

Edward Hutajulu selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

Provinsi Sumatera Utara. Tentang pertanyaan kesiapan pemerintah untuk 

meningkatkan usaha perlindungan anak dalam rangka partisipasi masyarakat, 

bagaimana pandangan bapak melihat tingkat partisipasi/peran masyarakat 

pada perlindungan anak saat ini, beliau mengatakan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam perlindungan anak masih rendah, hal itu dikarenakan 

masyarakat masih mengabaikan masalah tentang perlindungan anak. tentang 

pertanyaan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, melihat 

dari sudut pandang bapak apakah ada peningkatan partisipasi/peran 

masyarakat yang terjadi dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau 

mengatakan adanya peningkatan partisipasi masyarakat tetapi masih rendah. 

Tentang pertanyaan perlunya perlindungan anak ini dilakukan guna untuk 

memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak, menurut bapak mengapa 

partisipasi/peran masyarakat masih, beliau mengatakan karena masih 

kurangnya kesadaran masyarakat akan hak yang perlu dipenuhi dalam 

perlindungan anak. Tentang pertanyaan dalam keberhasilan pemerintah 

melakukan perlindungan anak, bagaimana menurut bapak tentang pentingnya 

partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan 
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partisipasi masyarakat itu sangatb penting karena sebaik apapun upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan 

anak jika kesadaran masyarakat masih rendah maka akan percuma. Tentang 

pertanyaan sejauh mana partisipasi masyarakat yang dilakukan pemerintah 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak di Kota 

Medan, beliau mengatakan sampai saat ini peran pemerintah dalam 

meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak sudah 

baik apabila masyarakat datang untuk melakukan pengaduan tentang masalah 

perlindungan anak yang terjadi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Mestika Retina, 

M.Psi, Psikolog selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

Provinsi Sumatera Utara.Tentang pertanyaan kesiapan pemerintah untuk 

meningkatkan usaha perlindungan anak dalam rangka partisipasi masyarakat, 

bagaimana pandangan ibu melihat tingkat partisipasi/peran masyarakat dalam 

perlindungan anak saat ini, beliau mengatakantingkat partisipasi masyarakat 

dalam perlindungan anak saat ini masih rendah.Tentang pertanyaan dengan 

berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

partisipasi/peran amsyarakat dalam perlindungan anak, melihat dari sudut 

pandang ibu apakah ada peningkatan partisipasi/peran masyarakat yang 

terjadi dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tingkat partisipasi 

masyarakat sudah meningkat walaupun tidak banyak.Tentang pertanyaan 

perlunya perlindungan anak ini dilakukan guna untuk memberikan kehidupan 

yang terbaik kepada anak, menurut ibu mengapa partisipasi/peran masyarakat 
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dalam perlindungan anak masih rendah, beliau mengatakan karena semua 

tergantung dari masyarakat juga, jika tidak adanya pengaduan dari 

masyarakat maka bagaimana bisa ditindak lanjuti.Tentang pertanyaan dalam 

keberhasilan pemerintah melakukan perlindungan anak, bagaimana menurut 

ibu tentang pentingnya partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan 

anak, beliau mengatakan partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebab hal 

yang paling penting yaitu lingkuangan sekitar atau masyarakat.Tentang 

pertanyaan sejauh mana partisipasi masyarakat yang dilakukan pemerintah 

dalam meningkatkan partisipasi/peran msyarakat dalam perlindungan anak di 

Kota Medan, beliau mengatakan peran pemerintah dalam meningkatkan 

perlindungan anak sudah baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ramlan 

Samuel H, S.T selaku Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama antara 

Lembaga.Tentang pertanyaan kesiapan pemerintah untuk meningkatkan 

usaha perlindungan anak dalam rangka partisipasi masyarakat, bagaimana 

pandangan bapak melihat tingkat partisipasi/peran masyarakat dalam 

perlindungan anak saat ini, beliau mengatakan masih rendahnya tingkat 

partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.Tentang pertanyaan dengan 

berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perlindungan anak, melihat dari sudut pandang bapak 

apakah ada peningkatan partisipasi/peran masyarakat yang terjadi dalam 

perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan partisipasi masyarakat 

sudah meningkat tetapi masih rendah.Tentang pertanyaan perlunya 
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perlindungan anak ini dilakukan guna untuk memberikan kehidupan yang 

terbaik kepada anak, menurut bapak mengapa partisipasi/peran masyarakat 

dalam perlindungan anak masih rendah, beliau mengatakan ya kenapa 

partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak masih rendah yak arena itu 

tergantung kesadaran masyarakat itu sendiri.Tentang pertanyaan dalam 

keberhasilan pemerintah melakukan perlindungan anak, bagaimana menurut 

bapak tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, 

beliau mengatakan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

perlindungan anak ya sangat penting karena masyarakat yang mempunyai 

peranan yang juga kalah penting dalam hal perlindungan anak.tentang 

pertanyaan sejauh mana partisipasi masyarakat yang dilakukan pemerintah 

dalam meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak 

di Kota Medan, beliau mengatakan peran pemerintah dalam melakukan 

perlindungan anak sudah baik namun belum optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Anita Mestika 

Juandina selaku Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak. tentang 

pertanyaan kesiapan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan 

anak dalam rangka partisipasi masyarakat, bagaimana pandangan ibu melihat 

tingkat partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau 

mengatakan ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak 

dilihat dari seberapa banyaknya pengaduan yang dilakukan masyrakat kepada 

pihak tertentu dalam masalah perlindungan anak tetapi masih rendah. Tentang 

pertanyaan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk 
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meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, melihat dari 

sudut pandang ibu apakah ada peningkatan partisipasi/peran masyarakat yang 

terjadi dalam perlindungan anak di Kota Medan, beliau mengatakan adanya 

peningkatan yang terjadi. Tentang pertanyaan perlunya perlindungan anak 

dilakukan guna untuk memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak, 

menurut ibu mengapa partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak 

masih rendah, beliau mengatakan ya karena kesadaran masyarakat akan 

perlindungan anak masih kurang. Tentang pertanyaan dalam keberhasilan 

pemerintah melakukan perlindungan anak, bagaimana menurut ibu tentang 

pentingnya partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak, beliau 

mengatakan tentu penting sebab semua pengaduan masalah tentang anak 

dapat diproseskarena adanya pengaduan dari masyarakat, oleh sebab itu 

partisipasi masyarakat itu penting.Tentang pertanyaan sejauh mana partisipasi 

masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan anak di Kota 

Medan, beliau mengatakanperan yang dilakukan pemerintah dalam 

meningkatkan partisipasi/peran masyarakat sudah berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roi Malinton Hutabarat 

selaku staf Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara.Tentang pertanyaan 

kesiapan pemerintah untuk meningkatkan usaha perlindungan anak dalam 

rangka partisipasii masyarakat, bagaimana pandangan bapak mmelihat tingkat 

partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, beliau mengatakan tingkat 

partisipasi masyarakat masih rendah dalam perlindungan anak dilihat dari 

pengaduan masyarakat dalam perlindungan anak.Tentang pertanyaan dengan 
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berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perlindungan anak, melihat dari sudut pandang bapak 

apakah ada peningkatan partisipasi/peran masyarakat yang terjadi dalam 

perlindungan anak, beliau mengatakan peningkatan partisipasi ada walaupun 

masih belum banyak. Tentang pertanyaan perlunya perlindungan anak 

dilakukan guna memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak, menurut 

bapak mengapa partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak itu masih 

rendah, beliau mengatakan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya perlindungan anak. Tentang pertanyaan dalam keberhasilan 

pemerintah melakukan perlindungan anak, bagaimana menurut bapak tentang 

pentingnya partisipai masyarakat dalam perlindungan anak, beliau 

mengatakan partisipasi masyarakat itu sangat penting sebab dari pelaporan  

yang masyarakat lakukan tentang masalah perlindungan anak maka dari situla 

bisa tindakan dapat dilakukan. Tentang pertanyaan sejauh mana partisipasi 

masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perlindungan anak dikota medan, beliau mengatakan peran 

yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan anak sudah baik dan sudah 

berjalan hanya saja memang peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

perlindungan anak masih rendah. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara 

a. Adanya Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

Adanya tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab 

yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan anak. Tidak terlepas dari 

tindakan yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan 

partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak sesuai dengan tugas 

dan kewajibannya untuk bertanggungjawab dalam setiap tindakan yang 

menyangkut dengan perlindungan anak, sesuai dengan peraturan daerah 

provinsi sumatera utara nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan 

perlindungan anak. Dalam penelitian mengenai tindakan yang dilakukan 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan baik 

namun belum semaksimal mungkin. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga 

masyarakat yang lain bekerjasama dalam menyampaikan dan menindaklanjuti 

masalah perlindungan anak ini.  

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan 

untuk mencapai tujuan yang telah digaariskan dalam keputusan 

kebijakan.Tindakan tersebut dilakukan baik itu individu, pejabat pemerintah 

maupun swasta. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan dengan baik namun 

masih belum mencapai tujuan yang ada. 
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b.  Adanya Kerjasama untuk menjalankan suatu kebijakan 

Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama 

antara individu ataupun kelompok sosial untuk mencapai suatu tujuan yang 

telah ditetapkan bersama. Kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak yang dilakukan dengan 

saling berkoordinasi antara satu dengan yang lain agar tujuan dalam 

perlidungan anak dapat terwujud. Kerjasma yang dilakukan juga akan 

berdampak baik terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan 

anak. 

Menurut Harsono (2002:27) impelemtasi kebijakan publik adalah suatu 

proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian 

mengembangkan kebijakan tertentu yang berguna untuk menyempurnakan 

suatu program. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan 

peraturan daerah provinsi sumatera uatar nomor  tahun 2014 dalam rangka 

meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak, kerjasama yang 

dilakukan sudah baik dan berjalan sesuai dengan posedur kerjasama yang 

telah ditentukan. 

c. Adanya Kegiatan yang dilakukan 

Kegiatan merupakan suatu aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dalam 

suatu kejadian yang pada umumnya dilakukan dengan secara terus menerus 

dan berkelanjutan.Kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan 

partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak melalui kegiatan 
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sosialisasi maupun edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan peran 

masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Medan.Peran yang dilakukan 

pemerintah maupun lembaga sosial lainnya sangat diperlukan dalam 

melakukan sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan anak untuk dapat 

menjamin dan melindungi anak agar hak-haknya agar dapat hidup.Dalam 

melakukan kegiatan perlindungan anak kerjasama yang dilakukan juga perlu 

untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang ada. 

Menurut Bambang (2011:70) secara umum perlindungan anak adalah 

segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai 

dengan harkat kemanusian, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dapat disimpulkan dalam 

pelaksanaan kegiatan perlindungan anak yang dilakukan pemerintah bersama 

dengan lembaga-lembaga sosial yang terkait sudah berjalan dengan baik 

tetapi masih belum dilakukan secara maksimal. 

d. Adanya Peran masyarakat dalam perlindungan anak 

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anakdi Kota Medan 

sudah adanya partisipasi masyarakat meningkat walaupun masih rendah 

terhadap perlindungan anak itu dikarenakan masyarakat masih belum paham 

tentang seberapa pentingnya partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan 

anak dengan kesadaran masyarakat akan perlindungan anak masih rendah. 
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Menurut Notoatmodjo (2007) peran serta masyarakat adalah ikut 

sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memcahkan suatu permasalahan 

dalam masyarakat tersebut. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

meningkatkan partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak di Kota 

Medan sudah ada partisipasi yang dilakukan masyarakat akan 

penyelenggaraan perlindungan anak.  

4.3 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 

Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam 

Perlindungan Anak Di Kota Medan 

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.Tindakan 

tersebut dilakukan baik individu, pejabat pemerintah maupun swasta. 

Menurut mustopadidjaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah 

suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang 

muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor 3 tahun 2014 dalam rangka 

meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan yang 

berdasarkan dari kategorisasi adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak. 

Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam 
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perlindungan anak masih belum mencapai tujuan karena berdasarkan hasil 

wawancara tindakan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik namun belum 

dilaksanakan secara maksimal sebab itu semua tergantung dengan kesadaran 

masyarakat itu sendiri. Kemudian adanya kerjasama untuk menjalankan suatu 

kebijakan yang dilakukan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam 

perlindungan anak di kota medan sudah berjalan berdasarkan hasil wawancara 

kerjasama itu melalui koordinasi yang dilakukan sudah baik dengan setiap pihak 

terkait yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam memenuhi hak 

anak. Kemudian adanya kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan peran 

masyarakat dalam perlindungan anak di kota medan sudah ada dimana 

berdasarkan hasil wawancara adapun kegiatan yang dilakukan seperti sosialisai 

dan edukasi yang dilakukan guna mencapai tujuan dalam meningkatkan peran 

masyarakat dalam perlindungan anak. kemudian adanya peran masyarakat dalam 

perlindungan anak dimana partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak masih 

rendah karena berdasarkan hasil wawancara kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam perlindungan anak disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya masyarakat itu sendiri yang memiliki peranan yang penting 

dalam perlindungan anak oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam 

perlindungan anak masih rendah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 

2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak 

di Kota Medan, dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat. Dimana dengan dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat dapat meningkatkan peran masyarakat itu sendiri dalam perlindungan 

anak. 

Berdasarkan dari hasil penelitian, adanya tindakan dalam meningkatkan peran 

masyarakat dalam perlindungan anak sesuai dengan peraturan daerah provinsi 

sumatera utara nomor 3 tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah dilakukan 

dengan baik namun masih belum dapat mencapai tujuan dalam perlindungan anak 

sebab masih kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan anak.  

Kerjasama yang dilakukan untuk menjalankan suatu kebijakan dalam 

meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak sudah berjalan dengan 

baik, dimana kerjasama itu dilakukan dengan adanya koordinasi antara pihak-

pihak yang terkait dalam penyelenggaran perlindungan anak seperti pemerintah 

yaitu dinas sosial, dinas PPA, kapolda, kajati, lpai ataupun lembaga sosial lainnya 

yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas terpenuhinya hak anak. 

Kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam 

perlindungan anak sudah terlaksana namun dalam pelaksanaannya belum 

dikatakan berhasil. 
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Partisipasi/peran masyarakat dalam perlindungan anak sudah mengalami 

adanya peningkatan dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat terkait 

perlindungan anak, tetapi masih adanya masyarakat yang kurang sadar akan 

pentingnya peranan masyarakat dalam perlindungan anak sehingga partisipasi 

masyarakat masih dikatakan rendah. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan saran-

saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 

Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan 

Anak di Kota Medan sebagai berikut: 

1. Diharapkan pemerintah dan lembaga-lembaga sosial untuk lebih lagi 

melakukan sosialisasi dalam perlindungan anak untuk meningkatkan 

upaya masyarakat dalam perlindungan anak. 

2. Diharapkan bisa meningkatkan lagi kerjasama yang dilakukan sehingga 

bukan hanya kerjasama dalam tingkat regional saja tetapi kerjasama yang 

dilakukan secara nasional maupun internasional dalam perlindungan anak. 

3. Diharapkan kegiatan yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga 

sosial dapat dilakukan secara maksimal dan segera melakukan tindakan 

agar masyarakat untuk lebih antusias lagi dalam kegiatan perlindungan 

anak. 

4. Diharapkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga sosial untuk bisa 

meningkatkan peran masyarakat dalam urusan terkait perlindungan anak 
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karena masyarakat memiliki peranan yang penting dalam hal 

perlindungan anak. 
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https://rri.co.id/medan/1698-hukum/980122/kekerasan-pada-anak-di-sumut-

meningkat 

FB Anggoro “Komnas PA Riau antisipasi kenaikan kasus kekerasan anak saat 

pandemi”. Di dalam https://www.antaranews.com/berita/1819428/komnas-

pa-riau-antisipasi-kenaikan-kasus-kekerasaan-anak-saat-pandemi 

 

Undang-undang no 3 tahun 2014 tentang perlindungan anak 

Peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor 3 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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